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Kualifikasi Pelaksana

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas

atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai

Negeri Sipil;

4. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2007 Tentang Tunjangan Struktural;

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor PER-3 /PB/2015 tentang Perubahan

Kelima Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-97 /PB/2010

Tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang.

Memiliki pemahaman mengenai proses pembayaran Gaji PNS.

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP)

1. Daftar Gaji Pegawai BKPSDM;
2. Komputer, Kalkulator, ATK.

Peringfatan

Pencatatan dan Pendataan

Pembayaran Gaji PNS sebagai dokumen pertanggungjawaban atas penyelenggaraan
pemerintah daerah dan kinerja SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
proses Pembayaran Gaji PNS inj tidak akan berjalan lancar.

Diserahkan kepada pihak terkait yaitu BKAD dan BJB, serta diaréipkan.




Prosedur Pengajuan Pembayaran Gaji PNS
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Prosedur Pembayaran Gaji PNS

. Setiap tanggal 25 Jabatan Fungsional/ Staff Pembuat Gaji mengambil daftar gaji yang telah dicetak oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), kemudian diserahkan kepada Bendahara Badan;

. Bendahara menerima dan meneliti daftar gaji, kemudian disesuaikan dengan berkas pendukung yang telah diajukan ke BKAD;

Jabatan Fungsional membuat Daftar Pengajuan Gaji, Bukti Pemotongan Pajak dan SPP dan SPM sesuai dengan rekapitulasi daftar gaji pergolongan;

Bendahara memeriksa dokumen yang dibuat oleh Jabatan Fungsional, apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian maka dokumen dikembalikan untuk diperbaiki;

Bendahara menyiapkan dokumen pendukung gaji dan menandatangani Surat Permintaan Pembayar (SPP);

Bendahara meneruskan dokumen gaji untuk di periksa oleh PPK, apabila sudah sesuai maka dokumen gaji akan diteruskan kepada Pengguna Anggaran;

Pengguna Anggaran memeriksa dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Daftar Gaji kemudian diserahkan kepada Bendahara;

. Bendahara berdasarkan hasil pemeriksaan PA, menyerahkan daftar gaji dan SI ke Jabatan Fungsional untuk dikirim ke BJB;

. Jabatan Fungsional mengirimkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta daftar rekapitulasi permintaan pembayaran gaji dan daftar pegawai per golongan ke Bagian Perbendaharaan BKAD.
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